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<b>ABSTRAK</b><br>

Tulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik dan kandidat wakil gubernur terpilih pada
Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan
rasional (rational choice). Keputusan DPRD Provinsi Kepri terkait keterpilihan I sdianto sebagai wakil
gubernur cenderung kontroversial, karenaterkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi pada
Pemilihan Gubernur 2015. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai di
tingkat lokal, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, cenderung mempengaruhi
keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui perubahan mekanisme
pemilihan lebih diwarnai oleh pragmatisme partai politik. Partai yang kalah pada Pilgub 2015 justru
mengambil keuntungan pada Pilwagub 2017. Temuan dari studi ini adalah adanya transaksi politik antara
wakil gubernur terpilih dengan PDIP. Implikasinya, pendekatan rasional cenderung lebih dapat digunakan
untuk menjelaskan bentuk-bentuk transaksi politik pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau 2017. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui data-data hasil wawancara
mendalam, tinjauan pustaka, dan dokumentasi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This paper discusses behaviour of political party and elected vice governor candidate in the election of the
Vice Governatorial (Pilwagub) of the Riau Archipelago Province (Kepri) in 2017 from rational choice
approach. Plenary decision of Riau Archipelago's parliament (DPRD Provinsi Kepri) have chosen Isdianto
as elected vice governor, requires controversy over domination of one coalition over the other in the 2015
Governatorial Election. This study argues that the motive for power in inter-party relations at the local level,
especially those who have member in parliament (DPRD Kepri) tends to influence parliament's decision.
Effort of political parties at the local level through electoral changes are characterized by the pragmatism of
political parties. The party that lost in the 2015 Governatorial Election actually took advantadge in the 2017
Deputy Governatorial Election. The findings of this study are political transaction between the candidate of
Deputy Governor and political party non-coalition (PDIP) pointed us to the lack of regulation (Pasal 176 UU
N0.10/2016) in process of Pilwagub Kepri 2017. Although the data shows tendency towards commitment
and loyalty to coalition both of them (Isdianto and PDIP) during the 2017 Deputy Governatorial Election
indicates the applicability of rational choice approach. This study employed qualitative analysis on interview
and documentation.
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